REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2012 PENGESAHAN. Agreement. Republik Indonesia-
Republik Turki. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 5 April 2011 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Republic of Turkey on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports),
sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Turki;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;

—

Mengingat . Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN ~ PRESIDEN  TENTANG  PENGESAHAN
PERSETU-JUAN  ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports) yang telah
ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 di Jakarta, yang naskah aslinya
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki, dan Bahasa Inggris sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Turki, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DiPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, selanjutnya disebut
“Para Pihak”;

Menimbang hubungan persahabatan antara dua negara;

Berhasrat untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara dua negara;'

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing
negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut;

PASAL |
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah,
wajib dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di
wilayah Republik Turki untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal masuk. Namun demikian, jumiah periode tinggal mereka di wilayah
Republik Turki wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap periode
enam bulan.

. Warga Negara Turki, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di wilayah
Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal masuk. Namun demikian, jumlah periode tinggal mereka di wilayah
Republik Indonesia wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap
periode enam bulan.
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PASAL 2
MASA BEERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak
wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak
lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara kedua belah pihak, pemegang paspor yang sah sebagaimana dirujuk
dalam Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau
konsuler atau Perwakilan organisasi internasional yang diakreditasikan pada wilayah
Pihak lain, termasuk anggota keluarganya (istilah anggota keluarga merujuk pada
suami atau istri dan anak-anak mereka yang berusia kurang dari 25 tahun, belum
menikah atau belum bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan) waijib
dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan pihak
lainnya.

PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor yang sah dari kedua belah Pihak sebagaimana dirujuk pada
pasal 1 Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak
lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk lalu lintas penumpang internasional oleh
pihak imigrasi yang berwenang.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG DAN KEPATUHAN PADA HUKUM NASIONAL

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara kedua belah Pihak dari
kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak
lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk pada peraturan
perundangan terkait masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.

. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di
wilayah para Pihak yang terkait dengan keamanan dalam negeri, dan masuk,
tinggal atau perpindahan orang asing.

. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau mempersingkat
atau membatalkan masa tinggal setiap orang yang tidak dikehendaki atau
dianggap dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum,
kesehatan publik atau keamanan nasional.
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PASAL 6
PEMBATASAN

. Warga Negara masing-masing pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas,
tidak diizinkan untuk bekerja atau melaksakan setiap profesi atau belajar di
negara lainnya tanpa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di kedua
negara dalam melaksanakan segala aktivitas tersebut.

. Warga Negara masing-masing Pihak, yang melakukan perjalanan dengan tujuan
bekerja, belajar, menempuh pendidikan, penelitian, atau penyatuan kembali
keluarga dan dalam waktu yang lama (lebih dari 30 hari), wajib mendapat visa
sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku di Para Pihak.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

. Para pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik dalam 30 (tiga puluh) hari
setelah diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak memberitahukan
pihak lainnya tentang kelengkapan prosedur hukum internal yang wajib bagi
berlakunya persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.

. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas yang baru, serta
modifikasi terhadap yang telah ada, Para pihak wajib menginformasikan pihak
lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan
tersebut dan wajib menyampaikan contoh-contoh Paspor ini tidak lebih dari 30
(tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

. Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor
diplomatik atau dinas di wilayah negara pihak lainnya, mereka wajib segera
memberitahukan kepada pihak yang berwenang di negara penerima. Misi
diplomatik atau pos konsuler dimaksud wajib, sesuai dengan peraturan di
negaranya, menerbitkan kepada yang bersangkutan suatu paspor baru atau
dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8
PENANGGUHAN

. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik
secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan melindungi
keamanan nasional, perlindungan ketertiban umum atau kesehatan publik.

. Pengenalan demikian juga penghentian terhadap tindakan tersebut pada ayat (1)
wajib dikomunikasikan secepatnya kepada pihak lainnya melalui saluran
diplomatik
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PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan
atas ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai
melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak

2UILdS au e

PASAL 10
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan
tertulis Para Pihak, melalui pertukaran nota, yang harus diakui sebagai bagian tak
terpisahkan dari Persetujuan ini. Pertukaran Nota tersebut wajib berlaku menurut
prosedur hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1).

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak penerimaan
pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak memberitahukan pihak
lainnya, melalui saluran diplomatik, kelengkapan prosedur hukum internal yang
diwajibkan untuk berlakunya persetujuan ini.

. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib
diperpanjang secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun berikutnya, jika tidak
dihentikan oleh salah satu Pihak sesuai denga ayat (3) pasal ini.

. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
Dalam hal tersebut, Persetujuan ini wajib diakhiri 90 (sembilan puluh) hari setelah
Pihak lainnya menerima pemberitahuan tersebut.
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DIBUAT di Jakarta , pada tanggal 5 April 2011.

' UNTUK PEMERINTAH
REPU#LIK INDONESIA
frf

A ":4 / vy

I 4 l // "/b ‘
A{ .J’;,[’ o Nee
R.M\ MARTY' M. NATALEGAWA
MINISTER FgR FOREIGN AFFAIRS

f

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam
rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa
Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran atas ketentuan dalam Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris
wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK TURKI

MEHMET AYD
MINISTER OF STATE
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REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Turkey, hereinafter referred to as “The Parties”;

Considering, the existing friendly ties between the two countries;

Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the
two countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Citizens of the Republic of Indonesia, who are holders of valid diplomatic
or service passports, shall be exempted from obtaining visa when
entering, transiting or staying in the territory of the Republic of Turkey for
a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.
However, the total period of their stay in the territory of the Republic of
Turkey should be no longer than 90 (ninety) days within any six months
period.

2. Citizens of the Republic of Turkey, who are holders of valid diplomatic or
service passports, shall be exempted from obtaining visa when entering,
transiting or staying in the territory of the Republic of Indonesia for a
period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.
However, the total period of their stay in the territory of the Republic of
Indonesia should be no longer than 90 (ninety) days within any six
months period.
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ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic and service passport validity of citizens of either
Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other
Party.

ARTICLE 3
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS

Citizens of each Party who are holders of valid passports referred to in
Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or
consular missions or representations of international organizations
accredited in the territory of the other Party, including their family members
(the term family members refers to husband or wife and their unmarried or
unemployed children under the age of 25 (twenty five) years old and
dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from
the Embassy of the other Party.

ARTICLE 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

The holders of the valid passports of either Party referred to Article 1 of this
Agreement may enter into and exit from the territory of the other Party at any
border crossing points authorized for international passenger traffic by the
competent immigration authorities.

ARTICLE 5
RIGHTS OF AUTHORITIES AND COMPLIANCE TO THE
RESPECTIVE NATIONAL LEGISLATION

. This Agreement shall not exempt citizens of either Party from the
obligation to respect the laws and regulations of the other Party when
entering into the territory of the other Party, including the laws and
regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.

. This Agreement shall not affect the laws and/or regulations in force of the
Parties relating to internal security and the entry, stay or movement of
foreigners.

. The Parties reserve the rights to deny the entry into its territory or
shorten or cancel the stay of persons considered undesirable or likely to
endanger public peace, public order, public health or national security.
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ARTICLE 6
RESTRICTIONS

. Citizens of either Party holding valid diplomatic or service passports shall
not be permitted to work or engaged in any profession or to study in each
other's state without observing the rules and regulations applicable in
both states pertaining to those activities.

. Citizens of each Party, who traveis for the purposes of work, study,
education, research, family reunification and long term residence (over
30 days), shall obtain a visa in accordance with the national legislation in
force of the Parties.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL
DOCUMENTS

. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30
(thirty) days after the receipt of the last notification by which the Parties
notify each other of the completion of internal legal procedures that are
necessary for the entering into force of this agreement, the specimens of
their valid diplomatic and service passports.

. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as,
modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in
writing, through diplomatic channels, about any changes and shall deliver
the specimens of these passports no later than 30 (thirty) days prior to
their official introduction.

. In case of citizens of either Party lose or damage their valid diplomatic or
service passports in the territory of the state of the other Party, they shall
immediately inform the competent authorities of the receiving Party. The
diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the
aforementioned persons, in conformity with national legislation, a new
passport or a travel document for returning to the state of their
citizenship.

ARTICLE 8
SUSPENSION

. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in
part, for reasons of national security, protection of public order or public
health.

. The introduction, as well as termination of the measures referred to in
paragraph 1 of this Article shall immediately be notified to the other Party
through diplomatic channels.
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ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTI=

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the
provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or
negotiation between the Parties.

ARTICLE 10
AMENDMENTS

This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual
written consent of the Parties, through exchange of notes, which shall be
regarded as an integral part of this Agreement. The exchanged notes shall
enter into force according to the same legal procedure prescribed under the
first paragraph of Article 11.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

. This Agreement shall enter into force on the 30" (thirtieth) day of the
receipt of the last written notification by which the Parties inform each
other, through diplomatic channels, the completion of internal legal
procedures that are necessary for its entering into force.

. This Agreement is concluded for period of 5 (five) years and shall be
renewed consecutively for further period of 5 (five) years if not terminated
by one of the Parties in accordance with paragraph 3 of this Article.

. Each Party may terminate this Agreement by giving written notification to
the other Party through diplomatic channels. In that case, the Agreement
shall be terminated 90 (ninety) days after the other Party has received
the said notification.

DONE at Jakarta this 5" day of April 2011.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Agreement in two originals in the
Indonesian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic.
In the case of divergence in interpretation of the provisions of this
Agreement, the English text shall prevail.

-~

FQR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  OF THE REPUBLIC OF TURKEY
I .

; /ot

; ‘
W i
\0 /LN N %
R.M. MARTY

. 1. NATALEGAWA MEHMET AYDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS MINISTER OF STATE
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REPUBLIK INDONESIA

TURKIYE CUMHURIYETi HUKUMETIi
iLE
NDONEZYA CUMHURIYETI HOKUMETI
_ _ _ ARASINDA _ o
DIPLOMATIK VE HiZMET PASAPORTU HAMILLERI IGIN
VIZELERIN KALDIRILMASINA DAIR ANLASMA

Turkiye Cumhuriyeti  HUkumeti ve Endonezya Cumbhuriyeti
Hikiumeti, bundan sonra "Taraflar" olarak anilacaktir;
iki tlke arasinda mevcut dostane iliskileri g6zoniine alarak;

Iki Ulke arasinda dostane iligkileri ve igbirligini giiglendirmeyi arzu
ederek;

Her bir Ulkede vyurlrlikte bulunan yasa ve yénetmelikler
gercevesinde;

Asagidaki hususlarda mutabik kalmislardr:

_ MADDE1
ViZE MUAFIYETI

1. Gegerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamili Tulrkiye
Cumhuriyeti vatandaslar, giris tarihinden itibaren 30 (otuz) gini
asmayan bir stire igin, Endonezya Cumhuriyetinin topraklarina
girmek, topraklarindan transit gegmek ve topraklarinda kalmak
icin vize almaktan muaf {tutulurlar. Ancak, Endonezya
Cumbhuriyetinin  topraklarindaki toplam kalis siiresi alti ay
zarfinda doksan (90) giinil asmaz.

. Gegerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamili Endonezya
Cumhuriyeti vatandaslari, giris tarihinden itibaren 30 (otuz) giint
asmayan bir sire igin, Turkiye Cumbhuriyetinin topraklarina
girmek, topraklarindan transit gegmek ve topraklarinda kalmak
icin vize almaktan muaf tutulurlar. Ancak, Tirkiye Cumhuriyetinin
topraklarindaki toplam kals stresi alti ay zarfinda doksan (90)
gund agsmaz.
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MADDE 2
PASAPORTUN GEGERLILIK SURESI

Her bir Tarafin vatandaslarinin diplomatik ve hizmet pasaportunun
gegerlilik stiresi diger Tarafin topraklarina girmeden en az 6 (alti) ay
gegcerli olmahdir.

_ _ MADDE 3 _
DIPLOMATIK VEYA KONSULER TEMSILCILIKLERIN
MENSUPLARI iGIN VizE

Diger Tarafin diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya
Ulkesinde akredite uluslararasi orgutler nezdindeki temsilciliklere
atanan, her bir Akit Tarafin isbu Anlagmanin 1. maddesinde
belirtilen gecerli pasaport hamili vatandaslari, bunlari aile fertleri
(alle fertleri terimi esleri, 25 (yirmi bes) yasini ikmal etmemis evli
bulunmayan veya is sahibi olmayan c¢ocuklarini ile bakmakla
yukUmll olduklarini ebeveynlerini ifade eder) dahil olmak Uzere,
diger Tarafin Buyukelciliginden gerekli girig vizesini alirlar.

~ MADDE 4
GIRIS VE CIKIS SARTLARI

Her bir Tarafin isbu Anlasmanin 1. maddesinde belirtilen gegerli
pasaport hamilleri vatandaglar diger Akit Tarafin Ulkesine
uluslararasi yolcu trafigi icin yetkili gégmenlik makamlar tarafindan
belirlenmis hudut kapilarindan girip ¢ikabilirler.

_ MADDE 5 o
YETKILI MAKAMLARI HAKLARI VE iLGILi
ULUSAL MEVZUATA RIAYET EDILMESi

Isbu Anlasma her bir Tarafin vatandaslarini, diger Tarafin
topraklarina girerken, yabancilarin giris, ¢ikis ve transitine iligkin
yasa ve ytnetmeliklerine dahil olmak Uizere, diger Tarafin kanun
ve yénetmeliklerine riayet etmekten azat etmez.

. Isbu Anlasma Taraflarin i¢ giivenlik ve yabancilarin girig, kalis ve
dolasimlarina iligkin yurtrlukteki yasa ve ydnetmeliklere halel
getirmez.

. Taraflar, arzu edilmeyen veya asayis, kamu duzeni, kamu
saghhgim  veya ulusal glvenligi tehlikeye atabilecegini
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degerlendirdikleri sahislarin  tlkeye girisini reddetme veya
Ulkesindeki kalis slresini kisaltma veya kalisini iptal etme
hakkina sahiptirler.

MADDE 6
KISITLAMALAR

. Gegerli diplomatik ve hizmet pasaportu hamili her bir Tarafin
vatandaslari, her iki devletin ulkesinde galisma veya herhangi bir
mesledin icrasi veya o6grenime iligkin gecgerli kural ve
yonetmeliklere riayet etmeden birbirlerinin llkelerinde bu

faaliyetlerde bulunamaziar.

. Calisma, 6grenim, egditim, arastirma, aile birlesimi ve uzun sureli
ikamet (30 gunu asan sireler) amaciyla seyahatte bulunan her
bir Tarafin vatandaslari, Taraflarin  yararlikteki  ulusal
mevzuatina uygun olarak vize almalidirlar.

MADDE 7 o
PASAPORTLARIN VEYA SEYAHAT BELGELERININ
ORNEGI VE TANZIMI

. Akit Taraflar, gecerli diplomatik ve hizmet pasaportlarinin
orneklerini, Taraflarin Anlagmanin yurirlige girmesi igin gerekli
ic prosedirlerin yerine getirildigine iliskin olarak birbirlerine
yaptiklari bildirimlerin sonuncusunun alindig) tarihi takip eden 30
(otuz) guin icerisinde diplomatik yollardan teati ederler.

. Taraflar, yeni diplomatik veya hizmet pasaportlarinin kullanima
sokulmasi, ayrica, mevcut pasaportlarda degisiklik yapmalan
durumunda, yeni pasaportlarin tedaville girmesinden en geg¢ 30
(otuz) guin 6nce, diger Akit Tarafa yazili bildiimde bulunurlar ve
orneklerini diplomatik yollardan iletirler.

. Her bir Tarafin vatandaslarinin, diger Taraf Devletin Ulkesinde
bulunduklan sirada hamili olduklari gecgerli diplomatik veya hizmet
pasaportunu kaybetmeleri ya da bu pasaportun tahribata ugramasi
halinde, ikamet ettikleri Ulkenin vyetkili makamlarina derhal
bildirimde bulunurlar. ligili diplomatik ya da konsiler temsilcilik
yukarida bahsigecen sahislara, ulusal mevzuata uygun olarak, yeni
bir pasaport veya tabiiyetinde bulunduklari Devletin ulkesine
dénusleri icin bir seyahat belgesi tanzim ederler.

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.223

16

MADDE 8
ANLASMANIN ASKIYA ALINMASI

. Her bir Taraf, ulusal guvenlik, kamu dizeni ve kamu saghhgini
koruma gerekgesiyle, isbu Anlagmay! gecici olarak tamamen
veya kismen askiya alabilir.

. Isbu maddenin birinci paragrafinda belirtilen énlemlerin alinmasi
ve bunlara son verilmesi diger Tarafa diplomatik yollardan derhal

S uiliala 30 : aicia Lpilinia LE- R0 F)

bildirilir.

MADDE 9 o
UYUSMAZLIKLARIN COZUMU

Isbu Anlagsmanin hikumlerinin yorumlanmasi veya
uygulanmasindan kaynaklanan herhangi bir uyusmazlik Taraflar
arasinda dostane olarak yapilacak istisare veya miizakere yoluyla
cozllecektir.

MADDE 10
DEGISIKLIKLER

isbu Anlasma, ihtiyag duyuldugunda, Taraflarin karsilikli rizasiyla,
yazili olarak, Anlasmanin butiincll parcasi olacak Nota teatisi
vasitasiyla degistirilebilir. Teati edilen Notalar 11. maddenin birinci
paragrafinda belirtilen hitkklimler cergevesinde yuririige girer.

. MADDET1 :
YURURLUGE GIRiS, SURE VE FESIH

1. Igsbu Anlagma, Akit Taraflarin Anlagsmanin yarurlige girmesi igin
gerekli i¢ prosedurlerin yerine getirildigine iliskin olarak
birbirlerine yaptikiari bildirimlerin sonuncusunun alindi§i tarihi
takip eden otuzuncu (30.) giin yirdrlige girer.

. Isbu Anlagmanin siiresi 5 (bes) yildir. Anlasma, isbu maddenin 3.
Paragrafi ¢cercevesinde Taraflardan biri Anlagmayi fesh etmezse,
kendiliginden ayni streyle yenilenir.

. Her bir Taraf diger Tarafa diplomatik yollardan yazili bir
bildiimde bulundugu takdirde isbu Anlagmay! feshedebilir. Bu
durumda, Anlasma, diger Akit Tarafin bu bildirimi aldigr tarihi
izleyen 90. (doksaninci) giin yurdrlikten kalkar.
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isbu Anlagma Cakarta’da 5 Nisan 2011 tarihinde imzalanmistir.

Asagida imzasi bulunanlar, Hikimetleri tarafindan usuli
dairesinde yetkilendirilmis  olarak, Isbu Anlagmayr Tirkge,
Endonezyaca ve Ingilizce dillerinde, her metin ayni derecede
gegerli olmak (zere, ikiser niisha olarak imzalamislardir.
Anlagsmanin yorumlanmasinda géris ayriliklarinin ortaya g¢ikmasi
durumunda, ingilizce metin esas alinacaktir.

EN EZYA CUMHURIYETI TURKIYE CUMHURIYETI
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